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Abstrak

Penelitian ini berjudul “Analisis Dampak Restrukturisasi Organisasi Kearsipan terhadap Pengelolaan Arsip dinamis di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi partisipatif. Wawancara dilakukan kepada informan yang ditentukan dengan metode purposive sampling. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimana dan mengapa restrukturisasi organisasi kearsipan di Kabupaten Wonosobo tahun 2014 dan bagaimana pengelolaan arsip dinamis di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi organisasi kearsipan tahun 2014 di Kabupaten Wonosobo terjadi karena adanya perampingan organisasi dengan menghilangkan beberapa fungsi setelah penggabungan bidang arsip dan perpustakaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Organsasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo. Pemberkasan arsip dinamis aktif mengalami perubahan dengan adanya penambahan nomor klasifikasi arsip tentang perpustakaan. Pengurusan surat sudah menggunakan aplikasi e-agenda karena volume arsip yang dihasilkan semakin banyak. Adapun penataan arsip dinamis inaktif belum dilakukan karena belum memiliki record center.
	
Kata kunci: Restrukturisasi Organisasi, Pengelolaan Arsip Dinamis, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo

Abstract

This study entitles "Analysis Of The Impact Organizational Restructuring to Dinamic Archive Management in the Public Archive and Library Offiice Wonosobo". This research is a qualitative case study approach. Data collection methods used interviews, study documentation, and participant observation. Interviews were conducted to informants were determined by purposive sampling method. Analysis of the data in this study used triangulation technique. The purpose of this research is to know how and why the organizational restructuring of archives in Wonosobo regency in 2014 were conducted and how the management of records in the Public Archive and Library Offiice Wonosobo. The results show that the organizational restructuring filing in 2014 in Wonosobo regency occurred because downsizing the organization by eliminating some functions after incorporation of archives and libraries field based Wonosobo District Regulation No. 13 Year 2014 about the regional organization with Wonosobo. Restructuring the organization affected the management of records in the Public Archive and Library Offiice Wonosobo. Active archive filing changed with the addition of classification number of library archives. Handling letters have been using e-agenda because of the volume of the resulting archive getting more. As for managing the archive inactive has not been conducted because there is no record center yet.
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2. Pendahuluan
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan tentang pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mengatur organisasi perangkat daerah guna pencapaian tingkat efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintah di tingkat kabupaten/kota melalui kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan pemerintah tersebut memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan karakteristik kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing (Irawan, 2009: 81-83). Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menjelaskan perubahan susunan struktur organisasi lembaga teknis daerah seperti Lembaga Kearsipan Daerah.
Suatu organisasi akan sangat mungkin mengalami perubahan. Menurut Cahyani, bidang struktural merupakan salah satu bidang utama dalam organisasi yang dapat mengalami perubahan (2003: 80-81). Pola hubungan dalam struktur organisasi menggambarkan alur koordinasi dan kebijakan dalam sebuah organisasi (Ali, 2007: 325-326). Seiring dengan adanya perkembangan, maka akan mempengaruhi situasi dan kondisi organisasi. Hal tersebut memungkinkan terjadinya penataan kembali struktur organisasi yang kemudian dikenal dengan restrukturisasi organisasi. Menurut Robbins, Restrukturisasi organisasi adalah penataan kembali organisasi birokrasi yang akan diserahi bidang kerja, tugas, dan fungsi tertentu (2006: 77).
Restrukturisasi organisasi kearsipan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal 22 Ayat 5 menjelaskan tentang perumpunan bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi (2007: 22-23).
“Restructuring is a common phenomenom, undertaken by many organizations on a regular basis. For these new structures to work, the structural designed have to be put into practice by others, since new structures require not just reorganization of individuals on a structure chart, but actual changes in ways of working for the design principles behind the new structure to become reality” (Julia, 2007: 81).

Menurut Julia, restrukturisasi merupakan fenomena umum yang dilakukan secara teratur oleh banyak organisasi. Struktur baru yang dibentuk harus diterapkan. Restrukturisasi organisasi tdak hanya berkaitan dengan perubahan struktur organisasi tetapi berkaitan juga dengan perubahan aktual dalam cara bekerja (2007: 81). Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu daerah yang melakukan restrukturisasi terhadap lembaga kearsipan.
Kabupaten Wonosobo menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan penggabungan bidang arsip dan perpustakaan. Penggabungan dilaksanakan setelah tujuh tahun peraturan tersebut dikeluarkan. Hal itu berkaitan dengan kebijakan daerah dan pertimbangan atas anggaran daerah yang menjadi salah satu alasan dalam pengambilan keputusan (wawancara Edi, 28 Maret 2016). Penggabungan bidang arsip dan perpustakaan di Kabupaten Wonosobo dilaksanakan pada tanggal 16 April tahun 2015 berdasarkan Peraturan Bupati Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah kabupaten Wonosobo. 
Penggabungan bidang arsip dan perpustakaan tidak hanya berdampak pada perubahan struktur organisasi. Hubungan antara birokrasi dengan fungsi, tugas dan aktivitas kerja yang berubah juga akan mempengaruhi arsip yang diciptakan (Azmy, 2009: 9). Penciptaan arsip berkaitan dengan aktivitas pengelolaan arsip dinamis. Arsip dinamis merupakan arsip yang masih digunakan secara langsung sebagai bukti dari aktivitas lembaga. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip (2009: 2-4). 
Pengelolaan arsip dinamis yang menjadi kekuatan dalam masyarakat modern (khususnya yang bertransaksi dengan komunikasi elektronik) berawal dari penciptaan arsip yang dapat menjamin arsip sebagai informasi autentik dan reliabel dengan pemeliharaan sesuai kebutuhan, hingga penyediaan layanan akses kepada pengguna (Azmy, 2009: 9-26). Sulistyo-Basuki menjelaskan pentingnya manajemen arsip dinamis bagi badan korporasi sebagai berikut: (1) Sebuah badan atau perorangan perlu mengandalkan pada akses yang efisien terhadap informasi yang benar. Manajemn arsip dinamis memerlukan informasi yang tepat untuk membantu pengambilan keputusan, sarana umum, sebagai bukti kebijakan dan aktivtas penunjang litigasi. (2) Badan korporasi memiliki tanggung jawab hukum, professional, dan etis untuk menciptakan arsip dinamis tertentu. Badn korporasi juga diisyaratkan untuk mempertahankan arsip dinamis jenis tertentu untuk masa tertentu. (3) Badan korporasi mengotrol volume informasi yang diciptakannya dan disimpannya. Hal ini dilakukan karena alasan ekonomis dan efisiensi operasional. Tugas manajemen arsip dinamis meliputi kontrol pemusnahan arsip dinamis serta pemisahan arsip dinamis aktif dari yang inaktif (2003: 15). Pengelolaan arsip dinamis merupakan salah satu kegiatan pokok bidang kearsipan yang harus menyesuaikan adanya perubahan karena adanya penggabungan bidang arsip dan perpustakaan.
Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Wonosobo tidak lagi berdiri sendiri tetapi telah bergabung dengan Kantor Perpustakaan Daerah menjadi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo. Optimalisasi fungsi elemen-elemen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan arsip dinamis seperti kebijakan dan pengelolaan akan menentukan keluaran arsip dinamis yang autentik dan reliabel sebagai bahan pertanggungjawaban nasional (Azmy, 2009: 9-10). Menurut Irawan, keberadaan sistem pengelolaan dalam bentuk pedoman dan peraturan harus dimiliki lembaga kearsipan agar dapat mengelola dan menyelamatkan arsip yang sangat penting dan menjadi aset serta memori kolektif daerah (2009: 95). Sistem dalam penyelenggaraan kearsipan berkaitan dengan sumber daya pendukung sebagai berikut: (1) Kelembagaan sebagai unit kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan. (2) Sumber daaya manusia yaitu arsiparis, pejabat unit kearsipan dan lembaga kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan. (3) Prasarana dan sarana untuk penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, akuisisi, pengolahan, pelestarian, serta akses dan pelayanan arsip. (4) Pendanaan yang diperlukan secara rutin untuk pengelolaan arsip yang bersumber dari negara (APBN/APBD), bantuan luar negeri, dan sumbangan masyarakat (Azmy, 2009: 28).
Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan adalah tulisan Irawan yang berjudul “Kebijakan Pembentukan Lembaga Kearsipan Provinsi dalam Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Arsip: Suatu Kajian Teoritis”. Penelitian ini membahas mengenai konsep dan paradigma kebijakan publik, pengembangan lembaga kearsipan dan menilai keefektifan lembaga kearsipan provinsi melalui teori organisasi setelah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (2009: 80-107). Spesifik kajian penelitian Irawan membahas efektifitas pengelolaan arsip di lembaga kearsipan provinsi setelah implementasi PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Adapun penelitian ini lebih spesifik membahas mengenai dampak restrukturisasi organisasi kearsipan terhadap pengelolaan arsip dinamis di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo.
Peneliti juga merujuk pada tulisan Azmy yang berjudul “Reformasi Birokrasi dalam Perspektif Penyelenggaraan Kearsipan”. Penelitian Azmy membahas mengenai hubungan antara birokrasi, aktivitas kerja dan arsip, pentingnya pemahaman pengelolaan arsip dinamis serta lingkungan yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan kearsipan di Indonesia. Reformasi birokrasi pemerintah merupakan tanggungjawab kepada rakyat atas memori kolektif bangsa. Jadi, keberadaan penyelenggaraan arsip dinamis dan statis di tingkat pusat maupun daerah yang didukung merupakan suatu keharusan. Penyelenggaraan tersebut didukung oleh lingkungan strategis meliputi reformasi, teknologi informasi, pengetahuan dan praktik serta Undang-undang (Azmy, 2009: 1-32). 
Selain merujuk pada jurnal ilmiah dari Indonesia, peneliti juga merujuk pada jurnal internasional karya Julia yang berjudul “The Practice of Organizational Restructuring: From Design to Reality”. Penelitian yang dilakukan Julia membahas mengenai bagaimana restrukturisasi organisasi dalam divisi bisnis inti di Utilco London dapat mempengaruhi aktivitas kerja. Perubahan struktur organisasi mempengaruhi pola koordinasi. Perubahan tersebut membawa dampak pada aktivitas kerja organisasi karena proses downsizing dimana divisi yang sebelumnya bersiri sendiri akhirnya digabung menjadi divisi inti sehingga menjadi divisi yang lebih besar. Aktivitas organisasi akan terpengaruh dengan adanya perubahan pola koordinasi antar anggota maupun anggota dengan kepala atau manager sebuah organisasi (Julia, 2007: 81-91).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui restrukturisasi organisasi kearsipan di Kabupaten Wonosobo khususnya tahun 2014 dan pengelolaan arsip dinamis di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo serta diharapkan dapat memberikan kontribusi baru secara ilmiah untuk kajian ilmu kearsipan.

3. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka (Sulistyo-Basuki: 2006: 78). Penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui suatu permasalahan atau isu yang perlu dieksplorasi. Eksplorasi ini diperlukan karena adanya kebutuhan untuk mempelajari suatu kelompok atau populasi tertentu atau mengidentifikasi variabel-variabel yang tidak mudah untuk diukur (Creswell, 2014: 64). Pendekatan studi kasus merupakan kajian mendalam tentang peristiwa, lingkungan dan situasi tertentu yang memungkinkan mengungkapkan atau memahami suatu hal (Sulistyo-Basuki: 2006: 113). Studi kasus dapat memberi nilai tambah pada pengetahuan kita tentang individual, organisasi, sosial dan politik (Yin, 2014: 4).
Studi kasus dalam penelitian ini adalah restrukturisasi organisasi kearsipan di Kabupaten Wonosobo tahun 2014. Kabupaten Wonosobo menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 setelah tujuh tahun peraturan tersebut dikeluarkan dengan penggabungan bidang arsip dan perpustakaan yang menempati gedung perpustakaan sebagai kantor. Hal tersebut perlu dikaji lebih dalam untuk mengungkapkan adanya dampak perubahan organisasi terhadap arsip yang diciptakan pada kegiatan pengelolaan arsip dinamis. 
Informan dalam penelitian ini berjumlah empat orang. Informan ditentukan menggunakan metode purposive sampling. Metode Purposive sampling dalam penentuan sampel adalah teknik penentuan sampel dengan memilih informan berdasarkan unsur-unsur yang peneliti kehendaki sebagai sampel atau informan yang telah memadai (Sugiyono, 2012: 126). Langkah purposive yang peneliti lakukan meliputi beberapa kriteria yaitu: (1) Informan merupakan arsiparis di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo. (2) Informan merupakan seseorang yang berpengaruh dalam menentukan kebijakan pengelolaan arsip di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo. Penetapan kriteria tersebut bertujuan agar peneliti dapat memperoleh data mengenai restrukturisasi organisasi kearsipan di kabupaten Wonosobo dan teknis pengelolaan arsip dinamis di Knator Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo.
Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi partisipan sebagai data primer, dan studi dokumentasi sebagai data sekunder. Teknik pengolahan data dilakukan dengan tahap analisis data dan pemeriksaan keabsahan data. Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2012: 253), terdapat tiga aktivitas analisis data kualitatif yaitu: (a) Data Reduction (Reduksi Data), (b) Data Display (Penyajian Data), dan (c) Conclusion Drawing/ verification. Peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2013: 178-179), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi digunakan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding agar data yang didapat lebih tepat. Adapun jenis triangulasi dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Triangulasi sumber untuk membandingkan derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda, (2) Triangulasi metode untuk membandingkan data yang diperoleh dari berbagai cara teknik pengumpulan data, dan (3) Triangulasi teori untuk memeriksa data hasil penelitian yang dibandingkan dengan berbagai teori.

4. Hasil dan Pembahasan
3.1 Penyebab Terjadinya Restrukturisasi Organisasi Kearsipan di Kabupaten Wonosobo: Restrukturisasi organisasi kearsipan di Kabupaten Wonosobo terjadi karena adanya kebijakan dari pusat maupun daerah baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan daerah maupun Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang telah ditetapkan. Kebijakan mengenai penggabungan kantor arsip dan perpustakaan menyebabkan lembaga kearsipan di Kabupaten Wonosobo mengalami perubahan struktur organisasi. Edi mengatakan, “Restrukturisasi organisasi itu bisa terjadi kalau ada penataan birokrasi dari pusat atau daerah. Kalau ada kebijakan baru tentang penataan organisasi ya bisa.” (4 April 2016).
Berdasarkan wawancara, Edi menjelaskan bahwa penyebab terjadinya restrukturisasi organisasi kearsipan adalah adanya kebijakan dari pusat maupun daerah mengenai penataan birokrasi. Adapun informan lain berpendapat berpendapat, “Menurut saya perubahan itu terjadi karena peraturan atau SOTK yang baru. Kita kan hanya ikut saja mbak kalau sudah peraturannya seperti itu.” (Yesi, 4 April 2016). Restrukturisasi organisasi kearsipan dilaksanakan mengikuti Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang baru.
“Kalau kata lainnya itu perubahan struktur ya, kalau menurut saya itu proses perubahan yang terjadi dalam organisasi karena mengikuti kebijakan baru itu mbak seperti perampingan organisasi sekarang kantor arsip sama perpustakaan jadi satu.” (Purnamawati, 4 April 2016).

Berdasarkan jawaban tersebut, informan menambahkan bahwa restrukturisasi organisasi merupakan sebuah proses perubahan struktur organisasi seperti adanya perampingan organisasi dengan penggabungan kantor arsip dan perpustakaan untuk melaksanakan kebijakan baru yang telah ditetapkan. Kabupaten Wonosobo melakukan perampingan organisasi salah satunya dengan penggabungan kantor arsip dan perpustakaan sehingga secara struktural terjadi penghapusan beberapa pekerjaan atau fungsi daru setiap organisasi tersebut. Perubahan struktur tersebut kemudian dikenal dengan istilah restrukturisasi organisasi.
3.2 Restrukturisasi Organisasi Kearsipan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah: Pemerintah mengatur efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kabupaten/kota melalui kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan wawancara dengan informan mengenai restrukturisasi organisasi kearsipan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, informan memberikan pendapat atas hal tersebut.
 “Jadi, PP No 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah menjelaskan perubahan strutur organisasi tingkat daerah, salah satunya tentang penggabungan bidang arsip dan perpustakaan. Dengan adanya peraturan itu makanya sekarang kartor arsip dan perpustakaan digabung menjadi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo.” (Edi, 4 April 2016).

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 mengatur tentang penataan organisasi tingkat daerah. Salah satu organisasi perangkat daerah yang dijelaskan dalam peraturan pemerintah tersebut adalah penggabungan bidang arsip dan perpustakaan. Kabupaten Wonosobo yang menggabungkan kantor arsip dengan kantor perpustakaan daerah menjadi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo.
“Iya, kalau tidak salah itu PP tentang organisasi perangkat daerah. Disana menjelaskan juga tentang ini ya penggabungan arsip, perpus sama dokumentasi, jadi itu mungkin karena dianggap satu keilmuan walaupun sebenarnya arsip yang bersifat tertutup sementara perpustakaan kan melayani masyarakat dengan menyediakan bahan pustaka yang sifatnya terbuka.” (Yesi, 4 April 2016).

Yesi menambahkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah salah satunya menjelaskan tentang penggabungan bidang arsip, perpustakaan dan dokumentasi. Penggabungan tersebut dikarenakan bidang arsip, perpustakaan dan dokumentasi dianggap ke dalam satu keilmuan walaupun arsip bersifat tertutup sedangkan perpustakaan menyediakan bahan pustaka yang sifatnya terbuka untuk masyarakat.  
Berdasarkan literatur yang diperoleh, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, menjadi suatu tantangan bagi lembaga kearsipan di tingkat daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Pasal 22 ayat (5) huruf g menjelaskan adanya perumpunan bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi (2007: 42). Perumpunan ketiga bidang tersebut tentu saja akan mengubah tata struktur organisasi di dalamnya atau yang dikenal dengan istilah restrukturisasi organisasi.
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa restrukturisasi organisasi kearsipan di Kabupaten Wonosobo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah adalah adanya penggabungan bidang arsip dan perpustakaan daerah. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo merupakan gabungan dari kantor arsip dan perpustakaan yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri. Penggabungan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan struktur organisasi. Menurut Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 13 Tahun 2014, kantor tersebut merupakan unsur pelaksana Bupati berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang tersusun atas Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengelolaan Arsip, Seksi Pengelolaan Perpustakaan, Seksi Informasi, Pengembangan dan Kemitraan serta Jabatan Fungsional (2014: 20). 
3.3	Alasan Kabupaten Wonosobo Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah: Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 merupakan kebijakan publik dalam lingkup nasional yang dijabarkan oleh pemerintah daerah dalam membentuk organisasi perangkat daerah. Berdasarkan asas otonomi, setiap daerah memiliki wewenang masing-masing dalam membentuk organisasi perangkat daerahnya berdasarkan karakteristik kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing.  Berdasarkan wawancara dengan informan mengenai alasan Kabupaten Wonosobo baru menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 pada tahun 2014, Purnamawati mengatakan, “Wah, itu kan sudah wewenang bagian dari akibat otonomi daerah ya jadi tiap daerah kan beda-beda.” (4 April 2016).
Berdasarkan wawancara, informan menjelaskan bahwa alasan Kabupaten Wonosobo dalam menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 berkaitan dengan wewenang daerah dan kebijakan otonomi sehingga setiap daerah berbeda. Sapto mengatakan, “Kalo itu kebijakan daerah ya, saya kan mengkuti SOTK. Sebagai pegawai kantor pemerintahan Kabupaten Wonosobo sendiri saya hanya mengikuti kebijakan dan SOTK yang baru” (4 April 2016).
Sapto menjelaskan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 di Kabupaten Wonosobo untuk melaksanakan kebijakan daerah mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang baru. 
“Kalau itu wewenang daerah, tapi kalau menurut pendapat saya, salah satu yang menjadi pertimbangan dalam menindaklanjuti PP berkaitan kebijakan anggaran daerah, apakah sudah sesuai atau belum jika akan menindaklanjuti PP tersebut makanya kita kan prosesnya hampir 7 tahun ya mbak.” (Edi, 4 Arpil 2016).

Edi menambahkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 merupakan wewenang daerah yang telah menjadi kebijakan daerah masing-masing. Anggaran daerah menjadi salah satu pertimbangan dalam penerapan peraturan tersebut sehingga Kabupaten Wonosobo menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang berkaitan dengan penggabungan bidang arsip dan perpustakaan setelah 7 tahun peraturan tersebut diberlakukan.
Berdasarkan literatur yang diperoleh peneliti, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 memberikan pedoman kepada daerah sesuai dengan karakterisitik kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing. Peraturan pemerintah ini menetapkan besaran format organisasi perangkat daerah yang didasarkan pada pertimbangan kebutuhan daerah sehingga kebutuhan organisasi perangkat daerah masing-masing daerah tidak sama (Irawan, 2009: 83-84).
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa Kabupaten Wonosobo menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 pada tahun 2014 berdasarkan kebijakan daerah dengan adanya Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang baru. Kabupaten Wonosobo mengeluarkan kebijakan penggabungan bidang arsip dan perpustakaan setelah 7 tahun berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Hal tersebut berdasarkan atas pertimbangan anggaran daerah Kabupaten Wonosobo (wawancara Edi, pada tanggal 4 April 2016). 
3.4	Penggabungan Kantor Arsip dan Kantor Perpustakaan Setelah Berlakunya Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 makan format lembaga kearsipan daerah mengalami perubahan dari segi struktur maupun fungsinya berdasarkan kebijakan daerah. Berdasarkan wawancara dengan informan mengenai pelaksanaan restrukturisasi organisasi kearsipan di Kabupaten Wonosobo setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014, informan menjelaskan sebagai berikut:
“Kalau penggabungannya dilaksanakan tanggal 16 april 2015, jadi setelah STOK yang baru keluar sekitar 7 bulan kemudian kita melaksanakan pelantikan. Penggabungan itu bukan berarti di campur tapi konsentrasi tugas dan fungsinya tetap seperti Arspusda ada seksi pengelolaan kearsipan, seksi pengelolaan perpustakaan sama seksi pengembangan hanya saja perbedaan struktur yang sebelumnya ada pengolahan, akuisisi, pemeliharaan sekarang tidak ada, semua menjadi satu di seksi pengelolaan kearsipan.” (Edi, 4 April 2016).

Berdasarkan wawancara, Edi menjelaskan bahwa penggabungan kantor arsip dan perpustakaan di Kabupaten Wonosobo dilaksanakan setelah tujuh bulan Susunan Organisasi dan Tata Kerja dikeluarkan yaitu pada tanggal 16 April 2015. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo terdiri atas seksi pengelolaan kearsipan, seksi pengelolaan perpustakaan dan seksi pengembangan. Perbedaan dengan struktur sebelumnya yaitu pelaksanaan tugas tidak lagi terbagi atas beberapa konsentrasi seperti pengolahan, akuisisi, dan pemeliharaan arsip.
 “Setelah penggabungan ini kalo menurut saya tidak menjadi masalah kalo kantor arsip dan perpustakaan bergabung jadi satu. Tugas kearsipan kan tetap ada di dalam seksi pengelolaan kearsipan, sama juga dengan perpustakaan juga begitu.” (Sapto, 4 April 2016).

Sapto menambahkan bahwa setelah restrukturisasi organisasi kearsipan dengan penggabungan kantor arsip dan kantor perpustakaan, pelaksanaan kegiatan kearsipan tetap menjadi tugas seksi pengelolaan kearsipan. Adapun kegiatan bidang perpustakaan menjadi tugas seksi pengelolaan perpustakaan
“Kalau dari segi teknis menurut saya tetap ngga bisa disatukan ya, karena teknisnya kan beda makanya tetap ada seksi kearsipan sama perpustakaan, badanya kalau dulu kan kantor kearsipan masih ada kepala bidang, dulu saya kepala bidang akuisisi, tapi sekarang kan sudah tidak ada jadi sekarang kita bareng-bareng kerjanya, mungkin karena masih baru juga.” (Purnamawati, 4 April 2016).
Purnamawati berpendapat bahwa secara teknis bidang arsip dan perpustakaan tidak dapat disatukan sehingga terdapat seksi pengelolaan kearsipan dan seksi pengelolaan perpustakaan. Kegiatan kearsipan dilaksanakan oleh seksi pengelolaan kearsipan.
Berdasarkan literatur yang diperoleh, format lembaga kearsipan daerah mengalami perubahan setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan pemerintah ini dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur organisasi dan tata kerja lembaga kearsipan daerah (Irawan, 2009: 95). Kabupaten Wonosobo mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo yang di dalamnya menjelaskan tentang penggabungan bidang arsip dan perpustakaan menjadi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo. Susunan organisasi terdiri dari kepala kantor, sub bagian tata usaha, seksi pengelolaan arsip, seksi pengeolaan perpustakaan, seksi informasi, pengembangan dan kemitraan serta kelompok jabatan fungsional (2014: 20).
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa penggabungan kantor arsip dan perpustakaan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo dilaksanakan pada tanggal 16 April 2015. Hal tersebut menyebabkan adanya perubahan format organisasi lembaga kearsipan daerah. Penggabungan kedua kantor tersebut menjadi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo menjelaskan susunan struktur yang terdiri dari kepala kantor, sub bagian tata usaha, seksi pengelolaan kearsipan, seksi pengeolaan perpustakaan, seksi informasi, pengembangan dan kemitraan serta kelompok jabatan fungsional. Kegiatan kearsipan menjadi tugas dan tanggungjawab seksi pengelolaan arsip karena tidak ada pembagian bidang maupun tugas secara spesifik. 
3.5	Gambaran Umum Pengelolaan Arsip Dinamis di Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Wonosobo: Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Wonosobo merupakan lembaga yang bertugas dalam penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kabupaten Wonosobo, salah satunya adalah kegiatan pengelolaan arsip dinamis. Berdasarkan wawancara dengan informan mengenai pengelolaan arsip dinamis di Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Wonosobo, Purnamawati mengatakan, “Dulu pengelolaan arsip dinamis secara teknis hampir sama hanya semuanya masih manual saja yang penting arsip ditata. Setelah muncul undang-undang kearsipan yang baru pengelolaan arsip dinamis lebih tertib.” (4 April 2015).
Berdasarkan wawancara, Purnamawati menjelaskan bahwa pengelolaan arsip dinamis masih manual. Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Kearsipan maka pengelolaan arsip dinamis menjadi lebih tertib. Informan lain juga mengatakan “Pengelolaannya hampir sama sih cuma kan dulu belum punya aplikasinya, jadi masih manual semua.” (Sapto, 4 April 2016). Pendapat serupa disampaikan oleh Sapto bahwa pengelolaan arsip dinamis dilakukan secara manual, belum menggunakan bantuan teknologi seperti aplikasi pengelolaan arsip dinamis.
“Kalau dulu kita pengelolaan arsip dinamis masih manual, pengurusan surat pakai kartu kendali dan lembar disposisi, hanya seperti itu. Untuk penyimpanan arsip aktifnya sudah pakai filling cabinet. Karena masih sering digunakan jadi kita tidak melakukan pemeliharaan khusus. Pemusnahannya itu kita kerjasama dengan pihak ketiga dengan proses kimia karena kantor belum memiliki alatnya.” (Yesi, 4 April 2016).
Yesi menambahkan bahwa pengelolaan arsip dinamis di Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Wonosobo dilakukan secara manual. Pengurusan surat menggunakan kartu kendali dan lembar disposisi. Arsip dinamis aktif disimpan di filling cabinet. Pemusnahan arsip di Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Wonosobo bekerjasama dengan pihak ketiga menggunakan proses kimia.
Berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan menjelaskan dua peraturan pelaksanaannya, yaitu mengenai penyusutan arsip dan pengelolaan arsip statis. Lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintah pusat maupun daerah wajib mengatur, menyimpan, memelihara dan menyelamatkan arsip dinamis mereka yang masih sering digunakan (1971: 2-4). Menurut Azmy, selama 38 tahun belum ada peraturan yang mengatur tentang pengelolaan arsip dinamis. Kondisi ini mempengaruhi tingkat efiensi dan efektifitas penyelenggaraan arsip dinamis. Setelah Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 diberlakukan, peraturan mengenai pengelolaan arsip dinamis menjadi lebih komprehensif meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip (2009: 13-14).
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa pengelolaan arsip dinamis di Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Wonosobo dilakukan secara manual. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, pengelolaan arsip dinamis di Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Wonosobo menjadi lebih tertib meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan. Pengurusan surat menggunakan kartu kendali dan lembar disposisi. Arsip dinamis aktif disimpan di filling cabinet. Pemeliharaan arsip dinamis tidak dilakukan secara khusus karena masih sering digunakan. Kegiatan Penyusutan arsip seperti pemusnahan arsip dilakukan melalui proses kimia yang bekerjasama dengan pihak ketiga.
3.6	Pengelolaan Arsip Dinamis di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo: Perubahan dalam tatanan struktur organisasi mempengaruhi aktivitas sebuah organisasi. Hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap arsip yang dihasilkan. Badan korporasi memiliki tanggung jawab hukum, professional dan etis untuk menciptakan dan mempertahankan arsip dinamis tertentu untuk masa tertentu dan ha linin dilakukan oleh manajemen arsip dinamis (Sulistyo-Basuki, 2003: 15). Berdasarkan wawancara dengan informan mengenai pengelolaan arsip dinamis di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo, informan menjelaskan sebagai berikut:
“Sekarang arsipnya tambah banyak, teknis pengelolaannya hampir sama tapi kita menyesuaikan, dulu kan saya di bagian akuisisi tapi sekarang saya juga membatu di pengelolaan arsip dinamis karena pengelolanya baru satu ya jadi masih kurang sekali, pengurusan suratnya sekarang sudah ada e-agenda jadi biar mengantisipasi penomoran suratnya yang dobel.” (Purnamawati, 4 April 2016).
Berdasarkan wawancara, purnamawati menjelaskan bahwa volume arsip yang dihasilkan lebih banyak, teknis pengelolaannya secara umum sama hanya menyesuaikan dengan kondisi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo. Pengurusan surat menggunakan aplikasi e-agenda untuk mengantisipasi penomoran surat yang ganda. 
“Pengurusan suratnya selain pakai kartu kendali kita sudah menggunakan e-agenda karena volume arsipnya semakin banyak jadi untuk menghindari nomor ganda agar lebih rapi dan simpel. Kalau peminjaman sama pengembalian arsip dinamis kita masih asas saling percaya, saya mengontrolnya dari kartu kendali. Kita berasusmsi arsip dinamis kan masih sering digunakan jadi penggunaan filling cabinet saya rasa sudah cukup mbak untuk pemeliharaan. Kita ada satu klasifikasi baru 041 tentang perpustakaan, jadi untuk folder dan sekatnya kita ada penambahan. Prosedur penyusutannya kalau pemindahan kita ada lembar keterangan pemindahan arsip, tapi karena belum ada gedung arsipnya jadi belum ada penataan arsip inaktif. Pemusnahan arsip untuk sekarang kita kerjasama dengan pabrik kertas di Blabak dan prosesnya kimiawi karena kita belum punya alat nanti itu juga ada laporan arsip apa saja yang dimusnahkan.” (Yesi, 4 April 2016).
Informan lain menambahkan bahwa pengelolaan arsip dinamis seperti pengurusan surat, selain menggunakan kartu kendali dan lembar disposisi juga menggunakan aplikasi e-agenda untuk mengantisipasi penomoran surat yang ganda. Peminjaman dan pengembalian arsip dinamis khususnya arsip dinamis inaktif berdasarkan asas kepercayaan. Pengontrolan dilakukan melalui kartu kendali. Pemeliharaan arsip tidak dilakukan secara khusus dengan asumsi bahwa arsip dinamis masih sering digunakan. Penyimpanan arsip dinamis arsip dinamis aktif menggunakan filling cabinet. Adapun arsip dinamis inaktif belum ada penataan karena belum ada gedung arsip. Kegiatan pemusnahan arsip dilakukan dengan proses kimia melalui kerjasama dengan pabrik kertas Blabak. Menurut Sulistyo-Basuki, badan korporasi perlu megontrol volume informasi yang diciptakan karena alasan ekonomis dan efisiensi operasional. Tugas manajemen arsip dinamis meliputri kontrol pemusnahan arsip dinamis serta pemisahan arsip dinamis aktif dan yang inaktif (2003: 15).
Berdasarkan observasi peneliti, pengelolaan arsip dinamis di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo dilakukan di ruang Tata Usaha (TU). Arsip dinamis dikelola oleh satu orang arsiparis pelaksana yang bertanggungjawab atas pengelolaan arsip dinamis. Penciptaan dan penerimaan surat melalui registrasi. Pengurusan surat menggunakan katu kendali dan lembar disposisi serta menggunakan aplikasi e-agenda untuk memasukkan data surat masuk dan keluar. 
Pemberkasan arsip dinamis aktif disimpan di dalam filling cabinet berdasarkan nomor klasifikasinya. Adapun kartu Kendali disimpan di card cabinet. Pedoman pola klasifikasi yang digunakan adalah Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Restrukturisasi organisasi menyebabkan adanya penambahan nomor klasifikasi baru yaitu 041 tentang perpustakaan. Penggunaan arsip dinamis seperti kegiatan peminjaman dan pengembalian arsip masih menggunakan asas kepercayaan. Pengontrolan arsip hanya dilakukan melalui kartu kendali. Kegiatan penataan arsip dinamis inaktif belum dilakukan karena belum ada gedung arsip atau record center. Adapun Pemusnahan arsip di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo belum dilakukan.
Berdasarkan literatur yang diperoleh, menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, pengelolaan arsip dinamis meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 menjelakan bahwa penciptaan dan penerimaan arsip harus melalui registrasi. Pimpinan unit pengolah bertanggung jawab atas ketersediaan arsip agar dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Pemeliharaan arsip dinamis dilakukan melalui pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, penyimpanan arsip dan alih media arsip. Pengendalian arsip dilakukan dengan peyusutan arsip melalui kegiatan pemindahan arsip inaktif ke unit kearsipan dan pemusnahan arsip berdasarkan berdasarkan Jangka Retensi Arsip (2012: 29-41).
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa pengelolaan arsip dinamis di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo yaitu kegiatan pemberkasan arsip aktif. Pengurusan surat menggunakan kartu kendali, lembar disposisi dan aplikasi e-agenda. Pemberkasan arsip dinamis aktif disimpan di filling cabinet. Adapun penataan arsip dinamis inaktif belum dilakukan karena belum memiliki record center.  Penggunaan arsip dinamis belum menggunakan kartu kontrol peminjaman dan pengembalian. Pemeliharaan terhadap arsip dinamis tidak dilakukan secara khusus. Adapun pengendalian arsip seperti pemindahan arsip dinamis inaktif belum dilakukan karena tidak ada record center.
3.7	Pedoman Pengelolaan Arsip Dnamis di Lingkungan Kabupaten Wonosobo: Keberadaan sistem pengelolaan dalam bentuk pedoman dan peraturan harus dimiliki lembaga kearsipan agar dapat mengelola dan menyelamatkan arsip yang sangat penting dan menjadi aset serta memori kolektif daerah (Irawan, 2009: 52). Berdasarkan wawancara dengan informan mengenai pedoman pengelolaan arsip dinamis di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo, informan menjelaskan sebagai berikut:
“Pedoman penyelenggaraan kita tetap mengacu pada undang-undang kearsipan, di kabupaten wonosobo masih dalam bentuk peraturan bupati yang terkait kegiatan kearsipan seperti JRA naupun klasifikasi. Peraturan itu sendiri mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau pedoman yang paling baru itu perbub nomor 30 tahun 2013. Saat ini kita masih dalam rencana untuk membuat peraturan penyelenggaraan kearsipan dalam bentuk peraturan daerah karena itu memang kita belum ada.” (Edi, 4 April 2016).

Berdasarkan wawancara, Edi menjelaskan bahwa penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kabupaten Wonosobo berpedoman pada Undang-undang dan kebijakan daerah. Kabupaten Wonosobo memiliki kebijakan dalam bentuk peraturan Bupati yang menjelaskan mengenai penyelenggaraan kearsipan seperti Jangka Retensi Arsip dan pola klasifikasi. Peraturan tersebut mengalami perubahan berdasarkan kebutuhan. Pedoman penyelenggaraan kearsipan yang terakhir adalah Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013. Kabupaten Wonosobo sedang merencanakan pedoman penyelenggaraan di lingkungan Kabupaten Wonosobo dalam bentuk peraturan daerah.
“Kalau sepemahaman saya ya, untuk di wonosobo sendiri kan punya perpub juga tentang kearsipan, JRA sama klasifikasi, yang biasanya disesuaikan dengan kebutuhan jadi selalu berubah dan berkembang gitu ya istilahnya, seperti sekarang ya kita juga menyesuaikan, makanya ada penambahan nomor klasifikasi 041 untuk yang massalah perpustakaan.” (Purnawati, 4 April 2016).

Purnamawati menambahkan bahwa pedoman tentang kearsipan di Kabupaten Wonosono adalah peraturan Bupati. Peraturan tersebut menjelaskan tentang kearsipan, Jangka Retensi Arsip dan pola klasifikasi. Perubahan peraturan mengenai penyelenggaraan kearsipan menyesuikan kebutuhan. Nomor klasifikasi di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo saat bertambah dengan adanya kelas 041 tentang perpustakaan. Perubahan tersebut berkaitan dengan restrukturisasi organisasi yang menggabungkan kantor arsip dengan kantor perpustakaan. 
“Kalau pedomannya kita tetap mengacu sama undang-undang, tapi yang berubah atau istilahnya berkembang itu kalo di wonosobo sendiri ngeluarinnya perbub baik tentang penyelenggaraan kearsipan, JRA atau juga klasifikasi, kan disesuaikan sama kebutuhannya, kalau dulu untuk JRA kita pedomannya perbub nomor 24 tahun 2007 mbak, itu kita cukup lama pakai itu, kalau yang sekarang karena menyesuaikan kebutuhan juga kita memang sedang mengusulkan penambahan klasifiksi baru tentang perpustakaan, masih dalam proses. Kalau JRAnya yang terbaru perbub nomor 76 tahun 2015, JRA Keuangan.” (Yesi, 4 April 2016).

Pendapat serupa disampaikan oleh informan lain, Yesi menjelakan bahwa penyelenggaraan kearsipan berpedoman pada undang-undang dan peraturan Bupati mengenai Jangka Retensi Arsip maupun pola kasifikasi arsip di lingkungan Kabupaten Wonosobo. Pedoman Jangka Retensi arsip yang masih digunakan di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo adalah Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2007. Penambahan nomor klasifikasi 041 tentang perpustakaan sedang dalam tahap penyusunan pedoman dalam bentuk peraturan agar pengelolaan arsip dapat menyesuaikan dengan kebutuhan.
Berdasarkan literatur yang diperoleh, pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pemerintah Kabupaten Wonosobo mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan. Berdasarkan waktu dikeluarkannya, pada tahun 2007, Kabupaten Wonosobo mengeluarkan surat edaran Bupati dan peraturan Bupati yang mengatur tentang pedoman penggunaan sarana penyimpanan arsip, teknis penataan berkas, klasifikasi dan penyusutan serta Jangka Retensi Arsip. Selanjutnya di tahun 2012, dikeluarkan peraturan Bupati mengenai JRA kepegawaian dan petunjuk teknis penyusutan arsip. 
Kebutuhan akan penyelenggaraan kearsipan terus berkembang sehingga pada tahun 2013 dikeluarkan peraturan Bupati yang baru mengenai penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kabupaten Wonosobo. Pada tahun 2015, Kabupaten Wonosobo juga mengeluarkan peraturan Bupati mengenai Jangka Retensi Arsip keuangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Woonosobo. Penambahan nomor klasifikasi arsip setelah penggabungan kantor arsip dan perpustakaan juga sedang dalam tahap perubahan untuk penyusunan pola klasifikasi yang baru. 
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa pedoman penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Wonosobo adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kabupaten Wonosobo. Peraturan Bupati yang memuat peraturan penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Wonosobo berdasarkan kebijakan nasional. Peraturan tersebut meliputi peraturan tentang kearsipan, Jangka Retensi Arsip dan pola klasifikasi arsip. Peraturan tersebut dapat berubah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Restrukturisasi organisasi dengan penggabungan kantor arsip dan kantor perpustakaan memberikan pengaruh pada pedoman kearsipan. Salah satunya adalah pedoman tentang pola klasifikasi yang harus menyesuaikan dengan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo dengan menambah kelas nomor 041 tentang perpustakaan. Revisi terhadap pedoman tentang pola klsaifikasi arsip masih dalam tahap penyusunan.
3.8	Petugas Pengelola Arsip Dinamis di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo: Sumber daya manusia arsiparis atau petugas kearsipan merupakan elemen penting dalam penyelenggaraaan kearsipan. Arsiparis dan petugas kearsipan bertanggungjawab atas penyelenggaraan kearsipan khususnya dalam kegiatan kearsipan seperti pengelolaan arsip dinamis. Berdasarkan wawancara dengan informan mengenai pengelola arsip dinamis di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo, Edi mengatakan, “Semuanya bertanggung jawab ya mbak. Tapi kalo untuk khusus pengelolanya sekarang ya masih cuma mbak yesi saja, sebelumnya kan mbak yesi juga di bagian pengelolaan arsip dinamis.” (4 April 2016).
Berdasarkan wawancara, informan menjelaskan bahwa tanggung jawab pengelolaan arsip dinamis di Kantor Arsip dan perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo adalah semua pegawai, tapi tanggung jawab khusus diberikan kepada ibu Yesi yang sebelumnya juga arsiparis pelaksana dalam pengelolaan arsip dinamis. 
Berdasarkan observasi peneliti, pengelolan arsip dinamis di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo adalah Ibu Yesi sebagai arsiparis pelaksana. Kegiatan pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab ibu Yesi dan dibantu oleh staf seksi pengelolaan kearsipan karena arsip yang dihasilkan setelah adanya restrukturisasi organisasi bertambah banyak sehingga perlu kerjasama antar semua pegawai untuk mewujudkan pengelolaan arsip dinamis yang baik dalam menjamin ketersediaan arsip dinamis yang autentik.
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa pengelolaan arsip dinamis di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo menjadi tanggung jawab semua pegawai. Tanggung jawab khusus diberikan kepada ibu Yesi sebagai ariparis pelaksana di bagian pengelolaan arsip dinamis. Setelah restrukturissi organisasi, volume arsip yang dihasilkan semakin banyak. Kegiatan pengelolaan arsip dinamis dibantu oleh staf seksi pegelolaan kearsipan dan semua pegawai di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo agar pengelolaan arsip dinamis dapat terlaksana dengan baik.
3.9	Kendala dalam Pengelolaan Arsip Dinamis di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo: Restrukturisasi organisasi berdampak pada kegiatan penyelenggaraan kearsipan. Pelaksanaan kegiatan kearsipan harus menyesuaikan kondisi yang sekarang sudah dalam naungan Kantor arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo. Penyesuaian tersebut tentunya akan menemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Pada bagian ini peneliti ingin mengetahui tentang kendala dalam pengelolaan arsip dinamis di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.
a. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia sebagai sumber daya pendukung merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan kearsipan. Keberadaan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor agar tujuan penyelenggaraan kearsipan dapat tercapai. 
“Kendalanya ya karena jumlahnya masih sedikit ya mbak untuk arsiparisnya sendiri padahal arsipnya kan sekarang tambah bannyak, saya kadang dibantu sama teman-teman, kalau ngga sama anak-anak yang sedang praktik di kantor.” (Yesi, 4 April 2016).

Kendala yang dihadapi adalah jumlah sumber daya manusia kearsipan seperti ariparis yang masih sedikit mengingat jumlah arsip yang dihasilkan semakin banyak. Kegiatan pengelolaan arsip dinamis kadang dibantu oleh siswa yang sedang praktik di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo. Edi menambahkan bahwa pengelola arsip yang masih sedikit sementara jumlah arsip yang dihasilkan semakin banyak. Kegiatan pengelolaan arsip dinamis kadang dibantu oleh siswa yang sedang praktik. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo sedang mengusahakan adanya peraturan mengenai pengaadaan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam bentuk peraturan daerah yang masih dalam proses perencanaan (Edi, 4 April 2016).
Berdasarkan observasi peneliti, sumber daya manusia Kearsipan di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo terdiri dari satu orang kepala seksi, emapat orang arsiparis dan dua orang petugas kearsipan. Kegiatan pengelolaan arsip dinamis dikelola oleh ibu Yesi sebagai arsiparis pelaksana. Ibu Yesi sebagai penanggungjawab pengelolaan arsip dinamis dibantu oleh staf seksi pengelolaan kearsipan dan pegawai Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo.
Berdasarkan literatur yang diperoleh, salah satu sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan kearsipan adalah sumber daya manusia. Keberadaan sumber daya tersebut merupakan elemen penting untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang baik. Arsiparis, pejabat unit kearsipan dan lembaga kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan daerah merupakan orang yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya (Azmy, 2009:28).
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa kendala yang dihadapi berkaitan dengan sumber daya manusia adalah kurangnya jumlah arsipatis dan tenaga kearsipan di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo. Setelah adanya restrukturisasi organisasi, jumlah arsip yang dihasilkan semakin banyak sementara jumlah pengelola arsip masih sedikit. Kendala tersebut diminimalisir dengan kerjasama antar staf dan bantuan dari siswa yang sedang praktik magang di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo.
b. Anggaran 
Anggaran merupakan sumber pendanaan dalam kegiatan kearsipan. Setiap daerah memiliki kebijakan masing-masing dalam penyediaan anggaran dalam rangka penyelenggaraan kearsipan. Edi menjelaskan bahwa anggaran kearsipan sudah tergantung pada anggaran daerah. Lembaga Kearsipan Daerah mengajukan anggaran kearsipan dan diproses oleh pemerintah daerah berdasarkan kebijakan daerah masing-masing. Rencana pembangunan gedung arsip di Kabupaten Wonosobo juga melalui tahap pengajuan dana sedangkan proses pembangunannya menyesuaikan dengan kebijakan daerah (Edi, 4 April 2016).
	Berdasarkan literatur yang diperoleh, anggaran merupakan pendanaan yang diperlukan secara rutin. Anggaran tersebut merupakan sumber daya pendukung dalam pegelolaan arsip pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan baik pusat maupun daerah. Anggaran bersumber dari negara (APBN/APBD), bantuan luar negeri dan sumbangan masyarakat (Azmy, 2009: 28).
	Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dinyatakan bahwa anggaran kearsipan di Kabupaten Wonosobo sudah menjadi kebijakan daerah. Kantor Arsip dan Perustakaan Kabupaten Wonosobo belum menemui kendala yang berarti terkait anggaran kearsipan. Pengajuan dana guna kegiatan kearsipan ditindaklanjuti dengan baik oleh pemerintah daerah. Salah satunya tentang pengajuan anggaran pembangunan gedung arsip telah diserahkan dan pelaksanaan pembangunannya berdasarkan kebijakan anggaran daerah.
c. Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan elemen penting dalam kegiatan pengelolaan arsip. Restrukturisasi organisasi kearsipan di Kabupaten Wonosobo berdampak pada ketersediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kearsipan. Berdasarkan wawancara dengan informan mengenai kendala yang berkaitan dengan sarana dan prasarana dalam pengelolaan arsip di Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan wawancara, Edi menjelaskan bahwa Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo belum mempunyai gedung arsip karena sebelumnya merupakan kantor perpustakaan daerah. Peralatan yang diperlukan dalam kegiatan kearsipan sudah ada dan dipindah dari kantor yang lama. Ruang penyimpanan arsip statis masih di ruang penyimpanan sementarra karena belum memiliki depo arsip. Selain itu juga belum ada record center untuk menyimpan arsip dinamis inaktif. Rencana pembangunan gedung arsip sudah dalam tatap pengajuan desain, untuk pelaksanaan pembangunannya menunggu kebijakan daerah (Edi, 4 April 2016).
“Kalo sarana prasarana untuk pengelolaan arsip dinamis sendiri istilahnya seperti filling cabinet, card cabinet, kartu kendali, komputer, printer kita sudah ada mbak, cuma untuk arsip dinamis inaktifnya kita sekarang penyimpanannya sementara masih bareng ya sama arsip aktif soalnya belum ada record centernya mbak.” (Yesi, 4 April 2016).
Berdasarkan observasi peneliti, sarana dan prasarana utama dalam pengelolaan arsip dinamis di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo meliputi satu buah lemari filling cabinet dan card cabinet untuk penyimpanan arsip dan kartu kendali. Filling cabinet maupun card cabinet dilengkapi dengan sekat dan folder untuk memisahkan arsip berdasarkan permasalahannya. Pengelolaan arsip dinamis dilengkapi dengan komputer dan printer. Komputer digunakan untuk pemasangan aplikasi e-agenda dan printer yang digunakan untuk mencetak kartu kendali berwarna putih, merah dan kuning. Printer tersebut terkoneksi secara langsung dengan komputer sehingga kartu kendali dapat langsung dicetak setelah data dimasukkan ke dalam komputer. Arsip dinamis aktif disimpan di dalam filling cabinet sedangkan arsip dinamis inaktif masing disimpan di tempat penyimpanan sementara karena belum memiliki record center.
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo masih terkendala belum adanya gedung arsip. Rencana pembangunan gedung arsip sudah daam tahap pengajuan desain. Pelaksanaan pembangunan gedung arsip berdasarkan kebijakan dari daerah. Hal tersebut dikarenakan kantor yang digunakan saat ini pada dasarnya merupakan kantor perpustakaan. Sarana dan prasarana dalam kegiatan pengelolaan arsip dinamis seperti filling cabinet, card cabinet, kartu kendali, komputer dan printer sudah ada. Pengelolaan arsip dinamis juga dilengkapi dengan adanya aplikasi e-agenda untuk pengolahan surat masuk dan surat keluar. Arsip dinamis aktif disimpan di dalam filling cabinet sedangkan arsip dinamis inaktif masih disimpan di tempat penyimpanan sementara karena belum memiliki record center.
d. Kendala lain
Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana merupakan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan kearsipan. Restrukturisasi organisasi tidak hanya berdampak pada ketersediaan sumber daya, tapi juga berdampak pada proses pelaksanaan kegiatannya. Berdasarkan wawancara dengan informan mengenai kendala lain dalam pengelolaan arsip di Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Wonosobo, Informan menjelaskan bahwa kendala lain yang dihadapi dalam kegiatan kearsipan khususnya pengelolaan arsip dinamis adalah minimnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip. Kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip masih terbatas pada pengelola arsip. Hal tersebut diatasi dengan memberikan pemahaman tentang pengelolaan arsip kepada semua pegawai di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo.
“Kendala lainnya menurut saya tinggal memberikan pemahaman saja mbak sekarang, karena di kantor kan bukan cuma dari kearsipan saja tapi dari perpustakaan juga jadi kendalanaya sebatas memberikan pemahaman pentingnya arsip. Biasanya ada bintek sama pembinaan juga mbak kadang di kantor atau di SKPD.” (Yesi, 4 April 2016).
Berdasarkan literatur yang diperoleh, komponen dalam penyelenggaraan kearsipan yang ideal adalah kebijakan, sistem pengelolaan arsip dinamis dan statis, sumber daya pendukung, pembinaan kearsipan dan feedback. Pembinaan kearsipan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan nasional terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, lembaga kearsipan daerah provinsi, lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota dan lembaga kearsipan perguruan tinggi. Hasil dari implementasi penyelenggaraan kearsipan adalah feedback. Hal tersebut dapat dijadikan rekomendasi dalam perbaikan dan peningkatan mutu dalam penyelenggaraan keasipan (Azmy, 2009: 25-30).
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa kendala lain yang dihadapi dalam penyelenggaraan kearsipan khususnya pengelolaan arsip dinamis di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo adalah minimnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip. Hal tersebut diantisipasi dengan adanya pembinaan kearsipan yang dilakukan oleh tim seksi pengelolaan kearsipan baik di lingkungan internal kantor maupun di lingkungan eksternal seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah, sekolah maupun rumah sakit. Pembinaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip dan pemerataan tertib arsip di lingkungan pemerintah Kabupaten Wonosobo.

5. Simpulan
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tentang analisis dampak restrukturisasi organisasi kearsipan terhadap pengelolaan arsip dinamis di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo, dapat disimpulkan bahwa Restrukturisasi organisasi kearsipan di Kabupaten Wonosobo tahun 2014 terjadi karena adanya kebijakan penggabungan bidang arsip dan perpustakaan menjadi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo. Susunan struktur organisasi di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo menghapus beberapa fungsi yaitu seksi akuisisi, seksi pemeliharaan dan pelestarian dan seksi pembinaan dan layanan yang kemudian menjadi seksi pengelolaan arsip.  Kegiatan kearsipan menjadi tanggung jawab seluruh staf seksi pengelolaan arsip tanpa adanya pelimpahan tanggungjawab secara khusus.
Restrukturisasi organisasi menyebabkan adanya penambahan nomor klasifikasi arsip baru yaitu nomor 041 tentang perpustakaan. Adapun pedoman klasifikasi arsip dinamis masih menggunakan pedoman pola klasifikasi yang lama. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo belum melakukan semua tahapan dalam pengelolaan arsip dinamis. Kegiatan pengelolaan arsip dinamis yang dilakukan meliputi pengurusan surat menggunakan aplikasi e-agenda dan pemberkasan arsip dinamis aktif. Arsip dinamis aktif disimpan di dalam filling cabinet. Adapun kegiatan penataan arsip dinamis inaktif belum dilakukan karena Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo belum memiliki gedung arsip sehingga tidak ada record center. 
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